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ABSTRAK

Octafiani. 94086. Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemeriksaan Eksternal
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pembimbing | : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
Il : Charoline Cheisviyani, SE, M, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. (2) Pengaruh pemeriksaan
eksternal terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Pemilihan sampel dengan teknik total sampling.
Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 15.0 for windows.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengendalian internal berpengaruh
signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dimana nilai thiung > teaver Yaitu
4,975 > 1,6646 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05(H; diterima). (2) pemeriksaan
eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai
thitung > tiaber Yaitu 2,236 > 1,6646 dan nilai signifikansi 0,028 < 0,05(H, diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk penelitian selanjutnya, dapat lebih
baik jika, dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat
menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian .(2) Untuk penelitian selanjutnya,
dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka
hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti
dengan variabel lain. (3) Prosedur atau peraturan yang berlaku di Kota Padang hendaknya
lebih bersifat fleksibel, tidak kaku, dan dapat dijalankan dalam berbagai macam kondisi
yang terjadi dilapangan. (4)Disarankan kepada Kota Padang agar yang menjabat sebagai
kepala dan staf bagian keuangan dari masing-masing SKPD yang ada di Kota Padang
adalah orang yang benar-benar mengerti, mengetahui, dan paham tentang laporan
keuangan SKPD.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang
merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari reformasi
keuangan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu
dilakukan perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi
dibidang keuangan dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan signifikan
adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses
akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk
digunakan sesuai dengan tujuan masing — masing.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya otonomi
daerah, memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki, akan tetapi selain mempunyai kewenangan



pemerintanh daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tersebut.

Agar pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan baik harus
dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabiltas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan
keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Dalam Undang — Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1, menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan
keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan
kredibilitas dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.



Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005, laporan
keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan
keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Menurut Suwardjono (2005) tujuan utama dalam laporan organisasi non bisnis
seperti unit-unit kepemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun
potensial dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana
keorganisasi tersebut. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus
mempunyai nilai agar dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan. Nilai
informasi  laporan keuangan merupakan kebermanfaatan informasi dalam
penyajian laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dalam
pengambilan keputusan.

Untuk mengukur nilai informasi dalam laporan keuangan maka
dibutuhkan suatu bentuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitatif pelaporan keuangan

adalah ukuran—ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam akuntansi sehingga



dapat memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan. Pemenuhan tujuan laporan
keuangan tersebut dapat bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya
jika memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami
(understanability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat dibandingkan
(comparability).

Karakteristik pertama, dapat dipahami yaitu dimana informasi yang
disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, karakteristik kedua
yaitu relevan sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses
pengambilan keputusan. Karakteristik yang ketiga yaitu keandalan mengandung
arti bahwa informasi seharusnya bebas dari kesalahan material dan bias, serta
dapat menyajikan informasi kepada pengguna secara jujur. Karakteristik keempat
dapat dibandingkan, mengandung arti bahwa pemakai laporan keuangan dapat
membandingkan laporan keuangan antar periode. Dengan adanya karakteristik
kualitatif ini maka diharapakan akan tercapainya penyajian informasi keuangan
yang bermanfaat bagi pemiliknya.

Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam
pengambilan  keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan
menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk
menyediakan informasi non keuangan.

Kriteria nilai informasi yang dapat dipahami adalah akurat dan andal.
Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian/

control. Kemampuan pengendalian/ kontrol akan menjaga sistem informasi dari



kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol
dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai
(keterpahaman). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria nilai informasi dapat
dipahami/ keterpahaman tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan
pengendalian yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem
Pengendalian Intern (SPI1) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi
kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian keuangan Yyang rentan
penyelewengan dana. Pemisahaan dalam hal pembukuan bagian keuangan adalah
salah satu bentuk sistem pengendalian internal, sehingga tidak mengalir dana
negara kerekening pihak tertentu. Sistem pengendalian internal harus diterapkan
untuk setiap program kegiatan fungsi entitas yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara yang termasuk dalam APBN/ APBD.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan
keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian intern meliputi
berbagai kebijakan dan prosedur yaitu, 1) terkait dengan catatan keuangan, 2)
memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta penerimaan dan
pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, 3) memberikan
keyakinan yang memadai atas keamanan asset yang berdampak material pada
laporan keuangan pemerintah.

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi,
kolusi, nepotisme, dan pemborosan uang negara. Pemerintah sebagai organisasi
sektor publik juga tidak luput dari tudingan tersebut. Pemerintah merupakan
lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legistimasinya
berasal dari masyarakat. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan masyarakat
pada pemerintah haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik
(Good Governance).

Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, bahwa pemerintah telah
mengelola sumber daya yang dipercayakan pada pemerintah dan agar informasi
tentang keuangan daerah yang disajikan tidak menyesatkan para pemakainya,
maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah tersebut.
Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa laporan keuangan perlu diaudit oleh
auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas (quality assurance)
bahwa laporan keuangan yang dibuat telah bebas dari salah saji yang material dan

telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.



Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak
yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk
memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja
yang ditetapkan (Mardiasmo, 2004). Pemeriksaan akuntansi dari sebuah laporan
keuangan jika ditinjau dari akuntan publik merupakan pemeriksaan secara objektif
terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau unit organisasi yang lain dengan
tujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
atau tidak keadaan keuangan perusahaan atau pemerintah.

Pemeriksaan keuangan daerah dapat dibedakan atas dua vyaitu
pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. Pemeriksaan internal adalah
pemeriksaan yang dilakukan inspektorat daerah. Sebagai aparat pengawas internal
pemerintah daerah, inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat
strategik baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian
visi dan misi serta program — program pemerintah. Dari segi fungsi — fungsi dasar
manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan
atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program—
program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai
pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program—program yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan pemeriksaan eksternal, sebagaimana yang dilakukan oleh
Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lingkup kenegaraan/ kedaerahan,
dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi untuk memeriksa

pertanggungjawaban keuangan pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat



(DPR) dan masayarakat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus mengacu pada sejumlah
kaidah professional tertentu yang berlaku bagi laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah, selain itu lembaga pemeriksa keuangan eksternal juga harus
mengacu pada sejumlah kaidah pemberian pendapat tertentu yang telah diatur
pula secara tegas dalam lingkungan profesi pemeriksa keuangan.

Menurut Mulyadi (2002), audit laporan keuangan adalah tujuan
pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen untuk mengekspresikan
suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang
disesuikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil audit terhadap
laporan keuangan tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit
yang memuat opini auditor. Arens (2008) menyatakan bahwa para pemakai
laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian
atas laporan keuangan perusahaan. Ini menunjukan bahwa laporan audit
merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena
mengkomunikasikan temuan-temuan audit.

Opini  merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada kriteria 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan 4) efektifitas sistem pengendalian intern. Jika
kriteria tersebut telah terpenuhi dalam penyusunan laporan keuangan maka

pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.



Opini yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa eksternal memberikan
keyakinan yang memadai bagi Menteri selaku penanggungjawab penyusunan dan
pelaporan keuangan di tingkat Kementerian/ Lembaga telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan telah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (www.Bpkp.go.id). Sedangkan Lisa (2010)

menyatakan bahwa para pengguna laporan menyandarkan diri pada laporan
auditor untuk meperoleh keandalan dari laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah Kota Padang
tahun 2010 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah asset menjadi
catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) sehingga membuat laporan keuangan Pemerintah Kota Padang mendapat
nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Ardi selaku Wakil Ketua
Pansus IV DPRD mengatakan bahwa selama ini masih banyak asset Pemko
Padang yang berserakan dan tidak terdata dengan baik. Selain itu BPK juga
menemukan belanja perjalanan dinas di dua SKPD, yakni Dinas Pertanian,
Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan (Dispernakhutbun) dan Sekretariat
DPRD sebesar Rp 120 juta ternyata tidak terdapat dalam daftar penumpang
pesawat udara. Sebesar Rp78 juta di Sekretariat DPRD dan Dispernakhutbun
sebesar Rp 42 juta.

Hal ini menunjukan indikasi bahwa pengendalian internal Pemerintah

Kota Padang masih lemah, karena salah satu tujuan dari pengendalian internal


http://www.bpkp.go.id/
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adalah untuk mengamankan asset negara, sehingga opini atas Laporan Keuangan
yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Padang dapat tercapai.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan banyak dilakukan pada
perusahaan. Diantaranya penelitian Payamta (2006) menguji tentang Studi
Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi, dan Opini Audit Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian menunjukan bahwa opini
auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian  Ayomi (2008) menguji Analisis Manfaat Laporan
Pengendalian Intern dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Dalam
penelitian ini Ayomi bertujuan mebuktikan secara empiris pengaruh manfaat
laporan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara statistik
antara laporan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Siska (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan. Populasi/responden dari penelitian ini adalah auditor BPKP,
dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian
intern terhadap laporan keuangan pemerintah masih lemah sehingga kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan manjadi sangat lemah.

Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat banyak keragaman hasil yang
ditemukan dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya

keragaman hasil tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang pada
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variabel kualitas laporan keuangan. Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu
dalam hal pengukuran variabel, sampel yang diambil dan tempat penelitian.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk
mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh
Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota
Padang, dimana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi menggunakan
anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Oleh
sebab itu penulis melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang
berjudul “ PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMERIKSAAN

EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN “.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Sejauhmana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan?
2. Sejauhmana pemeriksaan eksternal berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

untuk memperoleh bukti empiris tentang :
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Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
Pemerintah Kota Padang
Pengaruh pemeriksaan eksternal terhadap kualitas laporan keuangan

Pemerintah Kota Padang

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak sebagai berikut :

1.

Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis
dan diharapkan dapat mengimplementasikan teori — teori yang telah didapat
selama masa perkuliahan.

Bagi Akademisi

Sebagai bahan pertimbangan atau perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi
pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan informasi tambahan dan
perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

Bagi Pemerintahan

Memberi masukan terhadap pemerintahan agar lebih meningkatkan
pengendalian internal dan pemeriksaan eksternal untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan daerah.





